
PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVl;NTION ON THE CONTROL OF 
TRANSBOUNDARY ·MOVEME~TS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL 

(AMENDEMEN ATAS l:(ONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS 
BATAS LIMBAl:i BERBAHAYA D~N PEMBUANGANNYA) 

(Peraturan Presiaen Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tanggal 1OJuli2005) 
. · .. , l , 

DENGAN' RAHMAT TL'HAN Vt. NG· MAHA ESA 

PRESID'.::N REPL'9L!~-< If . ::JOtJESI.\, 

'.". 'n' '.':'1!-ia:ia : 
~ ~a~wa E!osel Conven tion on the C0ntrol of 

Transboundory Movements of Hazardous Wastes 
aric.' Their :iir.,:>c-sa/ telah dis'1hkan melolui l<eputusan 
Presii:!en Rerurlik ln'.l0r.esia Nomor 61 Tahun 1993; 
~· ~h\•ta pengawasan terhacap pelaksanaan larangan 
perpi nc<.han !intas bota s limbah berbahaya, 
khususnya dari negara :naju ke negara berkembang 

c. 

d. 

per!u diperketat; 
bahwa Indonesia perlu meningkatkan kerja sama 
internasional di bidang pengawasan terhadap 
pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas 
limbah berbahaya; 
bahwa berdasarkan perti:nbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipanaang perlu 
mengesahkan Amendment to t/1e Basel Conven
!ion on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal dengan 
Peraturc.., Presiden; · 

r .: ~:-:·;irig~t : 
~. . '.':::'.'o! ~ '.:'~''}'. n '.:1~r. ~ ;:: s cil 11 Undang-Und<mg Dasar 

~ ~ e c;:ir:i ~':'!It'~ 'i!-: !n~orE'si::i Tahun 19·~ 5; 
,, ·. 'J~:'8nc ')·~c!<.ng Ncrr.or 23 TahLtn 1997 tentang 

l'r:nr;elcl3::1 '1 Li~ghmr.~r. Hidu~ (lemoara·1 Negar3 
f·Ze:n: !)lik lni:!onesia Tc ~l'Jn 1997 Nomor 68, 
T::imbah:m Ler:ibaran Nesara Nomor 3699); 

'..L !Jnda(ig-Undz:og Nomor 2.4 Tahun 2000 tentang 
r'1rj~njian !nternasicna! (Lembaren Negar2 Republik 
Indonesia Tahun 20CO Nomor 185, Tambahan 
Lembaran Negara Nemer 4012); 

·~. ·Undang-Undang No.mer 1 O Tahun 2004 tentang 
Pemben.tu.kan Peraturan Perundang-undangan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran NegarJ Nomor 
4389) ; 

(AMEi .!JEM;:N ATAS KONVENSI E:ASEL TENTANG 
P::NG WA.SAN PERP!~:DAHAN LINTAS BATAS W.~3AH 
c:::Rs, .:;AYA.DA.'\I ::EM8~AN\3ANNYA). 

Pasal 1 
M~ngE . .;ahkrn Amendment to the Basel Convi;nti'Jn on 
thJ Cc 1trol ?f Trnnsboundary Mm1ements of H!Jz3r(!cus 
V.'aste : and Their DispC's<Jf (Amendemen atas !<: .,vensi 
E:::isel '. entang Pengawasan Perpincahan Lintas n::i •as 
L!mba ·1 Berbahaya dan Pembuanganny2) , y:rng 
merup::kan ~asil Sidang Ketiga Konferensi Para Pihak 
Konver:si Basel di Jenewa pads Tahun 1995, yang naskah 
aslinya dalam bahasa lnggris dan terjemahannya da!am 
bohas::i Indonesia sebagaimai1a terlampir dan 
merup; kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Presidi n ini. 

;.. 

Pasal2 
Apabil l terjadi pcrbedaan penafsiran antara naskah 
terjem<ohan Amenc1ment dalam bahasa Indonesia dengan 
nGska'; aslhya C::ilam bahasa lnggris se~ag ::iimJrw 
dimak: ud ja!ar'"l Pasa! 1, mf!ka ya!)g ber!~ku ::c'o lnh 
m:ska~ asliryya da!:lm bahasa. lnggris. 

Pasal 3 
PHatl'. ·an PresiC:::in ini r.iulai berlaku pa::!a tanggal 
c itetap ' .an . ' . ' 
Agar ;etiap orang mengetahuinya ,' memeri!'lt:ir~. an 
p~ngur . dang?n PE;roturnn Presiden ini dengan f'P.'1e-n
ptann. a daiam Lembaran Negara Republik !nc~r.es;o . 

\ ' 

Ditetaokan di Jakarta 
pacfa tanggal 10 Juli 2005 

PRESIDEN R'.::PUBLIK INDONESIA, 
ttd. ' 

OR. H. su~~LO E-AMSANG YUDHOYONO 

Dll:nc!anokan di .Jakarta 
pac:::i tangg:il 10 Juli 2005 

5. ~eputusan Presiden Nomor 61 Taliun 1993 tentang 
!"engesahan Dase/ Convention on the Control of 
Trnnsbo~in~!ary Movemerts of Hazardous W:istes and 
Their Disp<Jsa! (Lembar.cn Neaara Republik lndone
~;i3 T::ihun ~ 093 Nomor !3~); · -'·: ... :· 

M~MuTCs~:·:\;·~c~. ;·~·)fii..~:~ .. :·.:<<-"·;: \,/\.~;'.; '· r .ENTE:RI ~;~~~Ci~~Ni:'6.~~;~;,1 !V!ANUS!A 
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P~i\ATURA.'11 PRES!D:NTENTANG PENG!S/,HANAMENO.: .·· ·' < '..: 
MEf\fT TO THE fJASEL CON,V~NTIQN ·0,"J THE CON~ · . . 
TROL OF TRANSBOUNPARY M.OYEM·ENTS OF ' '-EM ~ARA'INEGARA REPUBLIKINDONE~IATAHUN 
HAZARDOUS '.WA,~.TrES ~"A.fla<rHE!R DISPOSAL· ' ' 2005 NOMOR 60 

. · .,., . ·,,:~' ... P·i:; ·::.< ·:· · ''. . . 
~';·'·.~~;:,. .. ~ . '. 
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Keputusan 11111 : Amendemen atas Konvensl Basel 

Konferensi, 
Mengingat bahwa pada pertemuan pertama Konferensi 
Para Pihak atas Konvensl Basel, suatu permohonan 
diusulkan untuk pelarangan pengapalan limbah 
berbahaya dari negara industri ke negara berkembang; 

Mengingat Keputusan 11/12 dari Konferensi: 

Memperhatikan bahwa: 
Kelompok Kerja Teknls diinstruksikan oleh 
Konferensi untuk melanjutkan pekerjaannya 
mengenai karakterisasi berbahaya dari limbah yang 
tunduk pada Konvensi Basel (keputusan 111/12); 
Kelompok Kerja Teknis telah memulai kerjanya 
mengenai pengembangan daftar limbah yang 
berbahaya dan limbah yang tidak tunduk pada 
Konvensi: 
daftar tersebut (dokumen UNEP/CHW.3/lnf.4) telah 
menawarkan pedoman yang bermanfaat tetapi belum 
sempurna atau diterima sepenuhnya; 
Kelompok Kerja Teknis akan mengembangkan 
pedoman teknis untuk membantu setiap Pihak atau 
Negara yang mempunyai hak berdaulat untuk 
membuat persetujuan atau pengaturan yang 
mencakupi hal-hal berdasarkan Pasal 11 mengenai 
perpindahan lintas batas limbah berbahaya. 
1. Menginstruksikan Kelompok Kerja Teknis untuk 

memberikan prioritas penuh untuk melengkapl 
pekerjaan mengenai karakterisasi bahaya dan 
pengembangan daftar dan pedoman teknis 
dalam rangka menyampaikannya untuk 
penyetujuan pada pertemuan keempat 
Konferensi Para Pihak; 

2. Memutuskan bahwa Konferensi Para Pihak 
wajib membuat suatu keputusan mengenai 
suatu daftar (daftar-daftar) pada pertemuan 
keempatnya; 
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3. Memutuskan untuk mengadopsi amendemen 
berikut atas Konvensi : 

"Memasukkan preambul baru paragraf 7 bis: 
Mengakui bahwa perpindahan lintas bates limbah 
berbahaya khususnya ke negara berkembang, 
mempunyai suatu risiko yang tinggi jika tidak 
melaksanakan suatu pengelolaan limbah berbahaya yang 
ramah lingkungan seperti yang disyaratkan oleh Konvensi 
ini: 

Memasukkan Pasal 4A baru : 

1. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib 
melarang semua perplndahan lintas bates limbah 
berbahaya yang dimaksudkan untuk kegiatan 
menurut Lampiran IV A, ke Negara yang tidak 
tercantum dalam Lampiran VII. 

2. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII 
wajib menghapuskan secara bertahap selambat
lambatnya 31 Desember 1997, dan melarangnya 
pada tanggal tersebut, seluruh perpindahan lintas 
batas limbah berbahaya berdasarkan Pasal 1, ayat 
(1) huruf a Konvensi yang dimaksudkan untuk 
kegiatan menurut Lampiran IV B ke negara yang tidak 
tercantum dalam Lampiran VII. Perpindahan lintas 
batas tersebut tidak boleh dilarang kecuali limbah 
dimaksud digolongkan sebagai berbahaya 
berdasarkan Konvensi. 

Lamplran VII 

Para Pihak dan Negara lain yang menjadi anggota OECD, 
EC, Liechtenstein". 

Catatan Redaksi : 
Lampiran dalam bahasa inggris tidak dimuat 



Keputusan 11111 : Amendemen atas Konvensl Basel 

Konferensi, 
Mengingat bahwa pada pertemuan pertama Konferensi 
Para Pihak atas Konvensi Basel , suatu permohonan 
diusulkan untuk pelarangan pengapalan lim bah 
berbahaya dari negara industri ke negara berkembang; 

Mengingat Keputusan 11112 dari Konferensi: 

Memperhatikan bahwa: 
Kelompok Kerja Teknls diinstruksikan oleh 
Konfe rensi untuk melanjutkan pekerjaannya 
mengenai karakterisasi berbahaya dari limbah yang 
tunduk pada Konvensi Basel (keputusan 111/12); 
Kelompok Kerja Teknis telah memulai kerjanya 
mengenai pengembangan daftar limbah yang 
berbahaya dan llmbah yang tidak tunduk pada 
Konvensi : 
daftar tersebut (dokumen UNEP/CHW.3/lnf.4) telah 
menawarkan pedoman yang bermanfaat tetapi belum 
sempurna atau diterima sepenuhnya; 
Kelompok Kerja Teknis akan mengembangkan 
pedoman teknis untuk membantu setiap Pihak atau 
Negara yang mempunyai hak berdaulat untuk 
membuat persetujuan atau pengaturan yang 
mencakupi hal-hal berdasarkan Pasal 11 mengenai 
perpindahan lintas batas limbah berbahaya. 
1. Menginstruksikan Kelompok Kerja Teknis untuk 

memberikan prioritas penuh untuk melengkapi 
pekerjaan mengenai karakterisasi bahaya dan 
pengembangan daftar dan pedoman teknis 
dalam rangka menyampaikannya untuk 
penyetujuan pada pertemuan keempat 
Konferensi Para Pihak; 

2. Memutuskan bahwa Konferensi Para Pihak 
wajib membuat suatu keputusan mengenai 
suatu daftar (dafter-dafter) pada pertemuan 
keempatnya; 
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3. Memutuskan untuk mengadopsi amendemen 
berikut atas Konvensi : 

"Memasukkan preambul baru paragraf 7 bis: 
Mengakui bahwa perpi ndahan lintas batas limbah 
berbahaya khu susnya ke negara berkembang, 
mempunyai suatu risiko yang tinggi jika tidak 
melaksanakan suatu pengelolaan limbah berbahaya yang 
ramah lingkungan seperti yang disyaratkan oleh Konvensi 
ini: 

Memasukkan Pasal 4A baru : 

1. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib 
melarang semua perpindahan lintas bates limbah 
berbahaya yang dimaksudkan untuk kegiatan 
menurut Lampiran IV A, ke Negara yang tidak 
tercantum dalam Lampiran VII. 

2. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII 
wajib menghapuskan secara bertahap selambat
lambatnya 31 Desember 1997, den melarangnya 
pada tanggal tersebut, seluruh perpindahan lintas 
batas limbah berbahaya berdasarkan Pasal 1, ayat 
(1) huruf a Konvensi yang dimaksudkan untuk 
kegiatan menurut Lampiran IV B ke negara yang tidak 
tercantum dalam Lampiran VII. Perpindahan lintas 
batas tersebut tidak boleh dilarang kecuali limbah 
dimaksud digolongkan sebagai berbahaya 
berdasarkan Konvensi. 

Lamplran VII 

Para Pihak dan Negara lain yang menjadi anggota OECD, 
EC, Liechtenstein". 

Catatan Redaksi : 
Lampiran dalam bahasa inggris tidak dimuat 
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